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ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1. Oleh sebab itu, dalam melakukan perkawinan
hendaknya seseorang telah mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh
Undang-Undang perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi
perempuan. Jika usia laki-laki dan perempuan kurang dari usia minimal maka sesuai
dengan peraturan perundang-undangan tidak bisa melakukan perkawinan. Akan tetapi
dalam pasal 7 (1) dijelaskan bahwa jika usianya kurang dari 19 tahun bagi laki-laki
dan 16 tahun bagi perempuan maka dapat melangsungkan perkawinan dengan cara
mengajukan dispensasi kepada pengadilan  terlebih dahulu. Namun realita di
masyarakat masih ditemukan praktek perkawinan di bawah umur tanpa melalui
dispensasi dari pengadilan. Praktek tersebut terjadi di Desa Maitan Kecamatan
Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah, dalam proses pelaksanaan perkawinan
dibawah umur tidak melalui dispensasi dari pengadilan, akan tetapi melalui
pemalsuan dokumen yang terkait yaitu Kartu Keluarga (KK).

Untuk melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan
sosiologi Hukum dengan tujuan untuk mengetahui penyebab maupun faktor
terjadinya perkawinan dibawah umur. Jenis penelitian yang dilakukan adalah
pertama, penelitian lapangn (field research) yang dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan mengumpulkan dokumen terkait. Kedua, pemelitian pustaka (library
research) yang dilakukan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber
tertulis yang menjadi bahan dalam pendukung penyusunan dan pembahasan
penulisan tersebut. Dua jenis penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan
data yang akurat.

Hasil dari penelitian ini, peneulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan
perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
melalui dua cara, yaitu melalui dispensasi dari pengadilan dan tanpa melalui
dispensasi dari pengadilan. Melaui dispensasi dari pengadilan yaitu pelaksanaan
perkawinan di bawah umur dengan cara meminta izin kepada pengadilan dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berklaku. Tanpa melalui
dispensasi dari pengadilan yaitu dengan cara perubahan dokumen terkait, seperti
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran dengan tujuan untuk
memperoleh data sesuai yang diinginkan. Adapun faktor penyebab terjadinya
pelaksanaan perkawinan di bawah umur melalui perubahan data adalah Pertama,
Jauhnya jarak Desa menuju Kantor Urusan Agama dan Pengadilan, Kedua,
Lemahnya administrasi dan lenturnya pengawasan di Kantor Urusan Agama. Ketiga,
adanya praktek manipulasi kewenangan Desa untuk merubah data. Keempat, tidak
ada pengawasan ketat dari KUA dan Kantor Kecamatan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan vyaitu sesuatu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang.
Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 1
Tahun 1974, di dalam pasal 1 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.”™

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan yang bukan hanya dengan ikatan lahir
saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu dengan erat. Bahkan
dalam administrasi tata pemerintahan Republik Indonesia, selain memadukan antara
ikatan lahir dan batin, juga diperlukan catatan formal administrative yang
memperkuat pelaksanaan perkawinan tersebut. Hal itu diungkapkan pada Pasal 2
Ayat (1) Undang-Undang perkawinan yaitu: “perkawinan dianggap sah apabila
dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan.
Undang-undang yang berlaku disini adalah undang-undnag No 1 tahun 1974 tentang

perkawinan. Dijelaskan juga dalam Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.”® Untuk

! Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1.
2 Ibid, Pasal 2 Ayat 1.
* Ibid, Pasal 2 Ayat 2.



melayani pencatatan perkawinan, Pemerintah secara khusus telah menyediakan
kantor pelayanan. Untuk pencatatan perkawinan bagi umat Islam, pencatatan
perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sementara untuk
pemeluk agama non Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan
Sipil yang ada di setiap Kabupaten/Kota. Sebagai implementasi dari Undang-Undang
No 1 Tahun 1974, Pemerintah telah menyediakan berbagai peraturan lainnya
khususnya terkait dengan pencatatan nikah maupun biaya pencatatannya. Hal lain
yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah persoalan usia pernikahan,
khususnya batas usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat memenuhi
syarat melakukan pernikahan. Penetapan usia minimal ini diyakini dapat menjadi
salah satu faktor ketahanan rumah tangga, karena semakin dewasa calon pengantin
maka semakin matang kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi

tantangan-tantangan kehidupan.

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat peraturan perundang-
undangan lain yang mengatur mengenai kriteria usia anak di Indonesia. Menurut
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang diubah dengan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa batas usia Anak adalah 18 tahun, baik

untuk laki-laki maupun perempuan. Usia 18 tahun juga diadopsi oleh Undang-

* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 Angka 1.



Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” Undang-Undang No. 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan,® Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,’
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,® Undang-Undang No. 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,® Undang-
Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,’® Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.'* Sementara menurut KUH Perdata,
yang sudah tidak dianggap anak adalah usia 21 tahun atau sudah menikah. Semua
aturan di atas menunjukkan bahwa usia anak berbeda-beda sesuai dengan aturan yang
terkait, akan tetapi penulis mengambil satu peraturan yaitu Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 mengenai Perkawinan, karena pembahasan penelitian ini mengenai

Perkawinan di Bawah Umur.

Peraturan mengenai usia minimum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari
kedua orang tua.”*? Izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan adalah sembilan

belas tahun (19) bagi pria dan enam belas tahun (16) bagi wanita.”* Tujuan

> Undang-Undangb No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 26.

® Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 Angka 8.

” Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 5.

® Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Pasal 1 Angka 4.

® Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Pasal 1 Angka 5.

19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Pasal 4 Huruf h.

1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 Angka 3-4.

2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat. 2.

3 Tim Citra Umbara, Undang —Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam, cet. Ke-VI, (Bandung: Citra Umbara, 2011), him. 5.



pembatasan usia tersebut diharapkan agar suami istri dapat mewujudkan tujuan
perkawinan dengan baik.* Apabila terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang
usianya di bawah ketentuan tersebut, maka tidak boleh melangsungkan perkawinan.

karena dianggap masih di bawah umur/belum cukup umur.

Dari uraian di atas yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah
pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling
memiliki dan bisa melangsungkan hubungan suami istri dan pernikahan itu
dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usinya belum mencapai
umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku
di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika ada seseorang pria dan
wanita yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya kurang dari yang
ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka harus
mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Yang dimaksud dengan dispensasi
kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin
pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan
kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan
atau dilaksanakan.™ Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah
dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calaon mempelai yang belum

cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai

¥ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Mandar maju, 1990),
him. 6.
1> poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), him. 88.



sembilan belas (19) tahun dan belum mencapai enam belas (16) tahun.™® Jika kedua
calon suami istri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan
permohonan, bahkan boleh sekaligus dalam satu surat permohonan, untuk
mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan Agama. Tetapi jika kedua calon
tersebut beragama non islam, maka pengajuan dispensasi kawin tersebut ke
Pengadilan Negeri. Setelah ada surat penetapan dari pengadilan, kemudian
ditunjukkan kepada KUA, barulah seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan
di bawah umur tersebut bisa melangsungkan perkawinan. Pihak yang mewakili KUA
untuk mengawinkan adalah penghulu, kemudian setelah dikawinkan baru dicatatkan

oleh bagian pencatatan.

Prosedur permohonan dispensasi dalam perkawinan tersebut sudah berlaku
selama kurang lebih 42 tahun, semenjak Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974
dilaksanakan. Waktu yang cukup lama untuk melakukan sosialisasi serta
mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Jika sosialisasi dilakukan
dengan efektif serta sarana dan prasarana disiapkan dengan maksimal pastinya semua
wilayah di Indonesia sudah mengikuti aturan tersebut. Tetapi kenyataannya, tidak

semua wilayah di Indonesia mengikuti aturan tersebut.

Walau pemerintah sudah mengatur perihal Perkawinan, tetap saja dalam

prakteknya masih banyak ditemukan praktek perkawinan dibawah umur, hal ini

!¢ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1998), him. 32.



terjadi di kalangan Masyarakat pedesaan. Menurut Emile Durkheim, “keprimitifan
masyarakat pelosok desa itu dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi dari
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luar”™" inilah salah satu yang menyebabkan bahwa masyarakat desa tidak mengetahui

tentang bagaimana perkawinan yang harus dilakukan.

Ada beberapa wilayah yang melakukan perkawinan di bawah umur tetapi
tidak melalui dispensasi dari pengadilan. yaitu di Kabupaten Tangerang Prifinsi
Banten.'® pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Tangerang yaitu di Serpong tidak
melalui dispensasi dari pengadilan akan tetapi melalui pemalsuan KTP oleh seorang
perantara di Kelurahan. Hal ini merupakan pengakuan dari pelaku perkawinan di
bawah umur di Serpong. Dalam proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada
umumnya dilaksanakan di hadapan kyai dan tokoh agama. Ada juga beberapa kasus
perkawinan di bawah umur dilaksanakan dengan formal (resmi) dicatat di KUA dan
tanpa izin atau dispensasi dari pengadilan agama, yaitu dengan modus, sebelumnya

pihak keluarga merubah data identitas calon pengantin yang bersangkutan.

Ada juga perkawinan di bawah umur yang dilakukan di kecamatan Gendong
Legi Kabupaten Malang-Jawa Timur.*® Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di
Kecamatan Gendong terutama di Desa Katawang ini melaui dua jalur, yaitu melalui

dipensasi dari pengadilan yang kedua melalui penuaan umur. pelaksanaan

Y Doyle Paul Jhonson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M. Z, Lawang,
(Jakarta: PT. Gramedia, 1986), him. 80-81.

8 Ilyas Muktar dan Jamil Abdul, Menelusuri Makna di Balik Venomena Perkawinan di
Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama
RI, 2013), him. 29.

9 1bid, him. 296.



perkawinan melalui dispensasi dari pengadilan yaitu dilakukan sesuai dengan

prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa melalui dispensasi dari
pengadilan ini dilakukan oleh persetujuan orang tua kedua mempelai, kyai, tokoh
Agama dan tokoh adat. Pelaksanaannya yaitu orang tua kedua mempelai mendatangi
kyai untuk dinikahkan, setelah dinikahkan kemudian dicatatkan. Untuk mengenai
umur apabila tidak sesuaidengan peraturan perundang undangan maka data secara
administrasi akan diganti oleh P3N/Moden, nanti P3N/Moden yang akan

mengondoisikan umurnya.

Termasuk juga di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan perkawinan di Desa Maitan tidak melalui
dispensasi dari pengadilan, akan tetapi penghulu di Kecamatan Tambakromo ini mau
mengawinkan anak di bawah umur, meskipun tidak ada dispensasi kawin dari
pengadilan. Padahal seharusnya penghulu itu memberikan pengarahan kepada
masyarakat jika ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, bukan malah

mengawinkan tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti
praktek perkawinan di Desa Maitan, setelah penulis melakukan penelitian di

lapangan, termyata belum pernah ada yang meneliti masalah praktek perkawinan di



bawah umur di desa untuk dijadikan sebagai karya tulis ilmiah (skripsi).?° Maka dari
itu penulis mengangkat tema dengan judul “praktek perkawinan di bawah umur di
Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati — Jawa Tengah (Tinjauan

Sosiologi Hukum).”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil
adalah:
1. Bagaimana praktek perkawinan di bawah umur di Desa Maitan, Kecamatan
Tambakromo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa alasan/faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan praktek

perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa
Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati-Provinsi Jawa Tengah.
2. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya praktek perkawinan di bawah umur di

Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati — Jawa Tengah tersebut.

. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang harapkan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai

berikut:

20 Wawancara dengan Bapak Padmo Dwi Handayani (Kepala Desa Maitan), Tanggal 21 Juni
2015.



1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan sumber pengetahuan, rujukan,
serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan guna pengembangan lebih lanjut
dan lebih baik lagi.

2. Penelitian ini diharapkan menjadikan kontribusi yang positif untuk mengetahui
bagaimana implementasi di masyarakat terkait dengan aturan perundang -
undangan mengenai usia perkawinan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis serta penerapan
didalam praktis.

4. Untuk mengetahui praktek perkawinan di bawah umur di Desa Maitan yang
pelaksanaanya tanpa melalui dispensasi dari pengadilan.

5. Untuk mengetahui penyebab/faktor yang menyebabkan praktek perkawinan di

bawah umur tanda dispensasi dari pengadilan bisa terjadi di Desa Maitan.

. Tinjauan Pustaka

Guna mendukung dugaan penelitian dan membedakan dengan penelitian

terdahulu, berikut ini dibahas beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Buku yang ditulis oleh Mohammad Faudzil Azhim yang berjudul “Indahnya
perkawinan Dini.”®" Penulis menjelaskan bahwa perkawinan dini langkah terbaik
untuk kalangan anak muda agar terhindar diri dari perzinaan dan untuk menjaga
fungsi anggota tubuh sebagaimana fungsinya. Alasan mendasar untuk mendapatkan

ridha Allah dan melaksanakan sunnah Rosulullah.

! Muhammad Faudzin Azhim, Indahnya Perkawinan Dini, Cet. 11l (Jakarta: Gema Insani
Press, 2003), him, 46-49.
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Skripsi yang ditulis oleh Solechan dengan judul: Permohonan Dispensasi
Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan AgamaWates
No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)” yang menyatakan bahnya penyebab pernikahan dini
adalah karena orang tua kawatir anaknya melakukan zina.??> Permohonan perkawinan
tersebut diajukan karena calon mempelai wanita telah bermalam sebanyak tiga kali
dirumah calon mempelai pria. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim adalah
demi kemaslahatan para pihak dan mencegah kerusakan lebih baik dari pada menarik
maslahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pokok
masalah. Penelitian ini jelas mengenai analisis putusan pengadilan sedangkan pokok
masalah penulis adalah praktek ketidak sesuaian pelaksanaanya Perkawinan dibawah

umur.

Tesis Umar Faruq Tahir, Problematika Perkawinan di Bawah Umur Idialitas
dan Realitas: Study kasus di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Penulis
membicarakan dalam tesisnya sebab dan problematika apa yang terjadi setelah

perkawinan.?®

Skripsi yang ditulis oleh Sarmo dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi

Perkawinan (Stadi Penetapan Hakim PA Yogyakarta Nomer Perkara 0032/Pdt.

22 Solechan, Permohonan Dispensasi Kawin Karena Takut Zina (Studi Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt), Skripsi tidak di terbitkan, (Yogyakarta:
Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010).

2 Umar Faruq Tahur, Problematika Perkawinan di Bawah Umur Idialitas dan Realitas: Study
kasus di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga 2011).
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P/PA.YK)” yang berisi alasan pemohon dispensasi perkawinan serta pertimbangan
dan dasar hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.?* Hasil penelitian ini menjelaskan
bahwa pertimbangan yang digunakan majlis hakim adalah karena ditakutkan
terjerumus ke dalam perzinaan maka dari itu permohonan dispensasi perkawinan
tersebut dikabulkan. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penulis
adalah pada penelitian ini menggunakan teori sad az-zari’ah, sedangkan penulis akan

menganalisis menggunakan teori Sosial di masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmah Pramudya Nawangsari dalam judul: “Nikah
dini dan kesehatan alat reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi
Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)” yang memfokuskan pada dampak
terhadap kesehatan alat reproduksi wanita bagi pelaku pernikahan dini.?® Hasil
penelitian ini menjelaskan bahwa factor — factor yang menyebabkan masyarakat yang
melestarikan perkawinan dibawah umur adalah factor tradisi (adat istiadat), faktor
Ekonomi, rendahnya tingkat pndidikan, perjodohan, dan pergaulan bebas. Perbedaan
penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada Objek yang di teliti
ini adalah memfokusnya kepada alat reproduksi wanita, sedangkan penulis

memfokuskan kepada dampak di masyarakat.

% Sarmo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam
Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Stadi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara
0032/Pdt. P/PA.YK), Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas syari’ah dah Hukum, 2013).

% Rahma Pramudya Nawangsari, Nikah Dini dan kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim)
Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta), fokus penelitian ini pada
dampak terhadap kesehatan alat reproduksi wanita bagi pelaku pernikahan dini, Skripsi ini tidak
diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas syari’ah dan Hukum, 2010).



12

Berdasarkan uraian di atas, bahwa belum ada yang menelitian tentang praktek
perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Jawa Tengah.
Objek penelitian yaitu KUA Kecamatan Tambakromo, pemerintah Desa Maitan dan

difokuskan kepada masyarakat yang ada di Desa Maitan.

. Landasan Teoritik

Pada dasarnya, perkawinan adalah sesuatu yang agung, karena itu semua
orang sudah tentu ingin melaksanakanya. Akan tetapi dalam menjalankan kehidupan
rumah tangga ini tidak jarang mengalami kegagalan di tengah jalan karena mereka

melangsungkan perkawinan di usia yang relative muda.

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda, ketika kondisi psikologis
maupun sosial belum matang sering menimbulkan gejala-gejala sosikal yang kurang
baik. Apabila mereka mendapatkan masalah keluarga atau memiliki benturan-
benturan dalam keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang pada
akhirnya mereka tidak dapat menjaga kelangsungan rumah tangga. Oleh sebab itu,
adanya kebiasaan kawin pada usia muda harus ada pertimbangan khusus.
Pertimbangan yang dimaksud adalah apabila perkawinan itu hanya akan
mengakibatkan kemadharatan atau kerusakan, maka perkawinan pada usia muda

harus dicegah.

Atho Mudhor dalam bukunya Membaca Gelombang ljtihat, beliau membahas
masalah usia perkawinan dengan membandingkan batasan umur di negara-negara

Islam lainya, seperti: Algeria 21 dan 18 tahun, Banglades 21 dan 18 tahun, Libanon
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18 dan 17 tahun, Mesir 18 danl16 tahun, Irak 18 dan 18 tahun, Yordania 16 dan 15
tahun, Libia 18 dan 16 tahun, Malaysia 18 dan 16 tahun, Maroko 18 dan 15 tahun,
Yaman Utara 15 dan 15 tahun, Pakistan 18 dan 16 tahun, Syia 18 dan 16 tahun,

Tunisia 19 dan 17 tahun, dan Turki 17 dan 15 tahun.?®

Selain hal tersebut di atas, penulis juga melihat ada beberapa skripsi yang
berkaitan dengan usia perkawinan, diantaranya: Perbedaan batas usia antara laki-laki
dan perempuan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, studi tentang penerapan
masalah oleh Syamsul (1999).?” Kemudian skripsi yang berjudul batasan usia
minimum menurut konsep imam syafi’i dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh

Siti Munafi’ah (2001).%

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya upaya pendewasaan
bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan upaya-upaya lain yang
dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah keluarga. Melihat
hukum yang ada saat ini (kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang di dalamnya diatur mengenai usia yang
ideal dalam perkawinan yaitu: Sembilan belas tahun bagi pria (19) dan enam belas

tahun (16) bagi wanita. Tujuan pembatasan usia tersebut diharapkan agar suami istri

% Atho Mudzhar, Membaca gelombang ijtihat antara tradisi dan liberasi, (Yogyakarta:
Titaian Ilahi press, 1998), him. 179.

27 Syamsul, Perbedaan Batas Usia Antara laki — laki dan Perempuan Menurut Undang -
Undang No. 1 Tahun 1974, stadi tentang penerapan masalah, Skripsi Fakultas syariah, IAIN Sunan
Kali Jaga, Yogyakarta (1999).

%8 Siti Munafi’ah, Batasan Usia Minimum Menurut Konsep Imam Syafi’l dan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).



14

dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.*® Dalam pasal 7 ayat 2
menjelaskan apabila ada seseorang yang usianya di bawah umur akan tetapi ingin
melakukan perkawinan dan tercatat, maka harus mendapatkan dispensasi dari
pengadilan. Selain masalah umur minimal dalam perkawinan juga di jelaskan pada
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan yaitu: “perkawinan dianggap sah
apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan
kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-
undangan yang berlaku. *° Undang-undang yang berlaku di sini adalah Undang-

Undnag No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum, oleh
karena itu penulis menggunakan teori yang di kemukakan oleh Emile Durkheim yang
pada pokok-pokonya menyatakan, bahwa Hukum merupakan refleksi dari solidaritas
dalam masyarakat. Menurut dia, di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas
yaitu yang bersifat mekanis (Mechanical solidarity) dan yang bersifat organic
(Organic Solidarity).®* Solidaritas yang mekanik terdapat pada masyarakat yang
sederhana dan Homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-
hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang Organik terdapat pada
masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Yang

ditekankan disini adalah mengenai Teori solidaritas yang mekanik Kkarena

* Ibid, him. 6.

%0 Undang-Undnag Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1.

31 Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him.
104.
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berhubungan dengan perilaku masyarakat desa maitan. Di dalam masyarakat atas
dasar solidaritas yang mekanis, warganya bertindak atas dasar perasaan atas orang-
orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, karena apabila terjadi pelanggaran
kaidah-kaidah hukum, semua warga masyarakat akan terancam secara langsung.
Akan tetapi sebaliknya, pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum tersebut memperkuat

solidaritas di dalam masyarakat.

. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan, jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang secara
langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relefan terkait
dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Penelitian ini juga dilengkapi
dengan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan
data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis

yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan suatu data terkait pelaksanaan perkawinan di Desa Maitan

Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini
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penulis memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul untuk kemudian

dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu pendekatan yang didasarkan pada fenomene-
fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan pada fakta-fakta
yang ada, yang kemudian dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang
berlaku. Yaitu dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Maitan
Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Profinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini
penulis memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul untuk kemudian

dianalisis sesuai sosial masyarakat tersebut.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian
lapangan di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi
Jawa Tengah melalui observasi wawancara, serta mengumpulkan data-data
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga data yang

diambil valid.

b. Sumber data sekunder
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Sember data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk
melengkapi sumber data primer, berupa: peraturan yang terkait dengan
pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dokumen-dokumen, buku-buku,
jurnal, artikel, internet ataupun sumber lain yang erat kaitanya dengan

penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun langkah-langkah

dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung terkait pelaksanaan
perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo

Kabupaten Pati Profinsi Jawa Tengah.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi-informasi
yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan minta
penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksaaan perkawinan di
bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Provinsi Jawa Tengah.

c. Analisis Data
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Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian
kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterprestasikan data-data yang
ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis
yang ditunjukkan kepada data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau
gejala-gejala yang berlaku. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah
penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang selanjutnya
dianalisis dengan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data satu dengan hasil

lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima (5) bab dan setiap bab terbagi

menjadi sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama di sini membahas beberapa sub bab yang terdiri dari latar
belakang masalah yang menjadi landasan pemikiran penelitian, rumusan masalah
yang merupakan hal yang ingin diketahui oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, landasan teoritik, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua menguraikan ketentuan umum tentang aturan pelaksanaan
perkawinan. Dalam bab ini membahas tentang pengertian dan tujuan perkawinan
serta syarat perkawinan guna memberikan penjelasan bahwa seorang yang hendak
melangsungkan perkawinan mengetahui segala sesuatu yang menjadi hukum, syarat

yang harus dilengkapi dalam melangsungkan perkawinan. Dalam bab ini juga
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dijelaskan mengenai seputar usia perkawinan, dispensasi dalam perkawinan dan juga

membahas prosedur pelaksanaan perkawinan.

Bab ketiga membahas mengenai praktek perkawinan di bawah umur di Desa
Maitan Kecamatan Tanbakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah. Dalam bab ini
membahas gambaran umum Desa Maitan, kondisi agama, profil KUA Kecamatan
Tambakromo Kabupaten Pati, perkawinan yang tercatat, perkawinan dibawah umur
melalui dispensasi dari pengadilan dan tanpa dispensasi dari pengadilan, dan

membahas mekanisme praktek pemalsuan dokumen dalam aspek sosiologi hukum.

Bab keempat menjelaskan tentang Analisis praktek perkawinan di bawah
umur dalam proses pemalsuan dokumen (kajian sosiologis Desa Maitan). Pada bab
ini membahas faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan membehas mengenai

faktor yang menyebabkan masyarakat desa Maitan memalsukan dokumen.

Bab kelima yaitu membuat uraian tentang kesimpulan dan hasil penelitian
yang merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan isi sekripsi ini, dan saran baik
untuk semua pihak yang bersangkutan. Bab ini merupakan bab terakhir dalam

penulisan karya tulis ilmiah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Praktek perkawinan di bawah umur yang tercatat di Desa Maitan dilakukan
dengan dua cara yaitu:
a. Dengan cara dispensasi dari pengadilan
Adalah dengan cara mengikuti aturan dari perundang-undangan yang
berlaku artinya jika ada seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di
bawah umur, maka hal tersebut diperbolehkan asalkan ada dispensasi dari
pengadilan agama. Ketika sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan
yang berupa penetapan oleh hakim, kemudian surat penetapan tersebut
diserahkan kepada KUA barulah dari pihak KUA mengawinkan.
b. Dengan memalsukan data
Adalah dengan cara merubah kartu keluarga, artinya tanggal lahir yag
tertulis di kartu keluarga akan diganti dengan tanggal lahir yang baru,
disesuaikan dengan tanggal perkawinan dengan tujuan agar supaya umur
ketika dilangsungkannya perkawinan menjadi sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku. Data tersebut dapat diganti melalui

perubahan data kependudukan dari desa. akan tetapi dalam perubahan data

87
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jika mempunyai ijazah dan ingin merubah data tahun lahir maka ijazah
tersebut tidak dicantumkan, dianggap tidak pernah bersekolah. Karena umur
dalam perubahan data tidak sesuai dengan umur yang ada di ijazah.
2. Ada beberapa penyebab kenapa masyarakat Desa Maitan memalsukan data

perkawinan ketika belum cukup umur, yaitu:

a. Jauhnya kantor urusan agama (KUA) dan pengadilan agama dari Desa Maitan

b. Lemahnya administrasi di kantor urusan agama (KUA)

c. Adanya kewenangan desa untuk merubah data

d. Tidak adanya pengawasan dari KUA dan kantor kecamatan

B. Saran-Saran

Untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan perkawinan di bawah
melalui pemalsuan data, berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini
harus dimulai oleh peran orang tua sebagai orang pertama dan terpenting
dalam pergaulan dan perkembangan anak, dan juga para orang tua lebih
memikirkan masa depan anak kedepannya

b. Perlu adanya kecermatan yang sangat tinggi bagi petugas kantor urusan
agama (KUA) agar supaya tidak ada celah hukum yang dilanggar oleh pihak-

pihak yang berkepentingan
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c. Harus ada langkah strategis yang dilakukan pihak KUA dalam
mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat agar
supaya masyarakat lebih memahami tentang pentingnya umur/usia dalam
melangsungkan perkawinan

d. Perlu adanya pengawasan dari kecamatan maupun dari kantor urusan agama
(KUA) untuk mengawasi kinerja pihak desa, agar tidak terjadi manipulasi

data.
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Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
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1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
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1. Gubernur DIY (sebagai laporan). - T

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
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TAMBAKROMO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH (TINJAUAN
SOSIOLOGI HUKUM) '

b. Tempat / Lokasi : Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
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e. Penanggung Jawab : Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
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Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UPT PTSE BEMD 09-06-2016
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Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
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1. Nama : ANA RIANA
2. Alamat : Desa Maitan RT 002 / RW 002 Kec. Tambakromo
3. Pekerjaan : Mahasiswa

bermaksud melaksanakan : Penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul:

"PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA
MAITAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN
PATI PROVINSI JAWA TENGAH (TINJAUAN

SOSIOLOGI HUKUM)”
4. Penanggung Jawab : Dr. Euis Nurlaelawati, M. A
5. Lokasi : Desa Maitan Kecamatan Tambakromo, Kab. Pati

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.

b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada

Kepala Wilayah / Desa setempat.

c. '~ Setelah selesai melaksanakan penelitian wajib menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala
Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

V. Surat Rekomendasi ini l?erlaku dari : tanggal 12 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016

TEMBUSAN: Kepada Yth. ' Dikeluarkan di : PATI
Pada Tanggal : 12 Juli 2016

1. Bupati Pati (sebagai laporan);

2. Kepala Disdukcapil Kab‘ Pati An. BUPATI PATI

3. Kepala Kecamatan KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Tambakromo, Kab. Pati KABUPATEN PATI
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